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Motto : 

“Orang lain ga akan bisa paham struggle dan masa sulitnya kita, yang mereka 

ingin tau hanya bagian succes stories. Berjuanglah untuk diri sendiri walaupun 

ga ada yang tepuk tangan. Kelak diri kita dimasa depan akan sangat bangga 

dengan apa yang kita perjuangankan hari ini, semangat ya!” 

(Fardi Yandi) 

 

“Setetes keringat orang tuaku yang keluar, ada seribu langkahku untuk maju” 

(Putri Amalia) 

 

 

 

      Kupersembahkan Kepada: 

 Orang tuaku tercinta 

 Saudara-saudaraku tersayang 

 Sahabat-sahabatku 

 Almamater yang saya banggakan 
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ABSTRAK 

Febriana Tri Rezeki, 2025. Pengaruh Kebijakan Tax Amnesty dan Sanksi 

Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Palembang Ilir 

Timur. (Dibawah Ibu Kusminaini Armin, SE., M.M dan Bapak Dimas Pratama 

Putra, SE., AK., M.Si). 

 Penelitian ini bertujuanzuntuk mengetahui secara simultan dan parsial 

pengaruh Kebijakan Tax Amnesty dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib 

Pajak di KPP Pratama Palembang Ilir Timur. Penelitian ini menggunkan jenis 

penelitian kuantitatif dengan teknik pengambilan sampel menggunakan metode 

Simple Random Sampling. Metode pengumpulan data menggunakan data primer yang 

diperoleh melalui pembagian kuisioner kepada 100 responden wajib pajak yang 

terdaftar di KPP Pratama Palembang Ilir Timur. Sampling dalam penelitian ini 

menggunakan Random Sampling dan teknik pengumpulan data penyebaran kuisoner 

dengan 100 responden di KPP Prataman Palembang Ilir Timur. Data dianalisis 

dengan uji validitas, uji reliabilitas, uji analisis statistik deskriptif, uji normalitas, uji 

asumsi klasik yang terdiri dari uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas, uji 

hipotesis yang terdiri dari uji analisis regresi linier berganda, uji F, uji t, dan uji 

koefesien determinasi berganda (R2) dengan bantuan aplikasi spss 30.  

 Hasil penelitian ini menunjukan bahwa secara simultan Kebijakan Tax 

Amnesty dan Sanksi Perpajakanmemiliki pengaruh secara positif dan signifikan 

terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan nilai sebesar 0,001 dimana tingkat 

signifikansi < 0,05. Secara parsial Kebijakan Tax Amnestymemiliki pengaruh secara 

positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan nilai sebesar 0,001 

dimana tingkat signifikansi < 0,05. Secara parsial Sanksi PerpajakanKesadaran Wajib 

Pajak memiliki pengaruh secara positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib 

Pajak dengan nilai sebesar 0,001 dimana tingkat signifikansi < 0,05. Peneliti 

selanjutnya, disarankan untuk menambahkan variabel-variabel lain seperti: 

pengetahuan perpajakan, pemahaman perpajakan, tingkat pendidikan, dan pelayanan 

fiskus. 

 

 

 

Kata Kunci : Kebijakan Tax Amnesty, Sanksi Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak 
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ABSTRACT 

 

Febriana Tri Rezeki, 2025. The Impact of Tax Amnesty Policy and Tax Sanctions 

on Taxpayer Compliance at KPP Pratama Palembang Ilir Timur. (Under the 

supervision of Mrs. Kusminaini Armin, SE., M.M and Mr. Dimas Pratama Putra, 

SE., AK., M.Si). 

 

 This research aims to determine the simultaneous and partial effects of Tax 

Amnesty Policy and Tax Sanctions on Taxpayer Compliance at KPP Pratama 

Palembang Ilir Timur. This research uses quantitative research methods with a 

sampling technique using Simple Random Sampling method. The data collection 

method uses primary data obtained through distributing questionnaires to 100 

taxpayer respondents registered at KPP Pratama Palembang Ilir Timur. Sampling in 

this study uses Random Sampling and data collection techniques through 

questionnaire distribution with 100 respondents at KPP Pratama Palembang Ilir 

Timur. Data were analyzed using validity test, reliability test, descriptive statistical 

analysis test, normality test, classical assumption tests consisting of multicollinearity 

test and heteroscedasticity test, hypothesis testing consisting of multiple linear 

regression analysis, F test, t test, and multiple determination coefficient test (R2) with 

the help of SPSS 30 application. 

 

 The results of this study indicate that simultaneously, the Tax Amnesty Policy 

and Tax Sanctions have a positive and significant effect on Taxpayer Compliance, 

with a value of 0.001 where the significance level is < 0.05. Partially, the Tax 

Amnesty Policy has a positive and significant effect on Taxpayer Compliance, with a 

value of 0.001 where the significance level is < 0.05. Additionally, Tax Sanctions and 

Taxpayer Awareness have a positive and significant effect on Taxpayer Compliance, 

with a value of 0.001 where the significance level is < 0.05. Future researchers are 

advised to include other variables such as tax knowledge, tax understanding, 

education level, and tax services. 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Tax Amnesty Policy, Tax Sanctions, Taxpayer Compliance 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar belakang 

 Pajak merupakan sumber pendapatan utama negara yang berperan vital dalam 

mendukung pembangunan nasional dan pembiayaan belanja negara. Pembangunan 

nasional membutuhkan sumber dana yang salah satunya diperoleh dari kontribusi 

pajak masyarakat. Menurut Undang - Undang No. 16 Tahun 2009 menyatakan bahwa 

pajak merupakan iuran yang diwajibkan kepada setiap warga negara baik orang 

pribadi maupun badan usaha yang sifatnya memaksa sesuai dengan ketentuan undang 

– undang yang berlaku. Meski manfaatnya tidak bisa dirasakan langsung, kesadaran 

membayar pajak perlu terus ditingkatkan mengingat peran vital masyarakat dalam 

memajukan pembangunan negara. Sebagai pendapatan utama negara, pajak memiliki 

potensi besar untuk mendukung berbagai program pemerintah dalam mencapai tujuan 

pembangunan. Untuk itu, dibutuhkan pengelolaan yang komprehensif dari seluruh 

pihak yang terlibat dalam perpajakan. 

 Setiap negara memiliki kedaulatan sendiri untuk mengenakan pajak atas 

pendapatan yang diterima tiap negara tersebut baik atas penduduk maupun warga 

negara dari negara lain(Putra & Pratiwi, n.d.). Hal ini timbul lantaran pemerintah 

menjadikan rakyat sebagai focus utama dalam penyelenggaran roda pemerintah 

dalam hal kesejahteraan rakyat, karena pajak merupakan salah satu sumber 

penerimaan yang terbesar (Waluristyaningtyas, 2022). Seiring berjalannya waktu, 
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kehadiran pajak menjadi semakin penting karena berperan dalam pembangunan suatu 

negara. U$ntu$k itu$, pemerintah beru$paya meningkatkan target  penerimaan pajak dan 

menjadikan wajib pajak lebih patu$h. Hal ini memotivasi pemerintah u$ntu$k 

mewu$ju$dkan tu$ju$annya  meningkatkan kesadaran pajak di kalangan masyarakat 

Indonesia. 

 Tingkat kepatu$han wajib pajak orang perorangan (WPOP) u$ntu$k menu$naikan 

kewajiban pembayaran pajaknya di Indonesia masih cu$ku$p rendah.Selain itu$, 

keberhasilan pembangu$nan nasional sangat didu$ku$ng oleh pembiayaan yang berasal 

dari masyarakat, yaitu$ penerimaan pembayaran pajak(Alfiyah & Latifah, 2017). 

Kewajiban perpajakan haru$s dilaksanakan karena meru$pakan tanggu$ng jawab yang 

haru$s dipenu$hi oleh semu$a wajib pajak. Wajib pajak akan dikatakan patu$h apabila 

wajib pajak tersebu$t telah memenu$hi dan melaksanakan kewajiban perpajakannya. 

 Kepatu$han dalam membayar pajak meru$pakan aspek kru$sial, mengingat 

adanya kecenderu$ngan wajib pajak u$ntu$k melaku$kan penghindaran pajak, yang pada 

akhirnya mempengaru$hi ju$mlah pendapatan negara dari sektor perpajakan. Dalam 

teori aku$ntansi perilaku$ tersebu$t biasa dikenal dengan Theory of Planned Behavior 

(TPB).Teori ini menjelaskan perilaku$ yang ditu$nju$kkan seseorang timbu$l karena 

adanya minat u$ntu$k berperilaku$(Sakdiyah dkk., 2019). Ada 3 faktor yang menentu$kan 

minat seseorang u$ntu$k berperilaku$ yaitu$ sikap terhadap perilaku$(attitu$de toward 

behavior), norma su$byektif (su$bjective norm), dan presepsi kontrol 

perilaku$(perceived behavior control). Ketiga faktor tersebu$t selanju$tnya akan 
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mempengaru$hi niat seseorang u$ntu$k mengadopsi su$atu$ perilaku$, sehingga pada 

akhirnya perilaku$ yang diinginkan dapat terwu$ju$d(Joeliatin dkk., 2017).Teori ini 

berkaitan dengan berbagai faktor yang mengontrol kepatu$han pajak, seperti tingkat 

kesadaran wajib pajak. Dengan semakin sadarnya wajib pajak, maka keinginan 

mereka u$ntu$k mematu$hi kewajiban perpajakannya dapat meningkat. Lebih jau$h lagi, 

penerapan su$atu$ perilaku$ ju$ga bergantu$ng pada tingkat kendali yang dimiliki 

seseorang terhadap perilaku$ tersebu$t. Program tax amnestydan sanksi perpajakan 

dapat berperan sebagai kontrol terhadap kesadaran wajib pajak dimana persepsi wajib 

pajak mengenai kebijakan tax amnestydan sanksi bisa saja menu$ru$nkan mau$pu$n 

menaikan pengaru$h kesadaran, mau$pu$n tingkat pendapatan wajib pajak dalam 

berperilaku$ patu$h. 

 Salah satu$ indikator kepatu$han wajib pajak yaitu$ dengan melihat tingkat 

kepatu$han formal beru$pa kewajiban penyampaian dan pelaporan SPT sesu$ai dengan 

jadwal atau$ tepat waktu$. Penyampaian SPT dapat dilihat melalu$i realisasi SPT. 

Beriku$t data Realisasi SPT yang dilaku$kan oleh wajib pajak tahu$n 2018-2023 di KPP 

Pratama Ilir Timu$r Palembang. 

Tabel 1.1 

Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi 

No Tahun 

Jumlah Wajib Pajak 

Orang Pribadi 

Terdaftar 

Realisasi Wajib 

Pajak Orang Pribadi 

Yang Melaporkan 

SPT 

Pertumbuhan 

Kepatuhan 

Wajib Pajak 

Orang Pribadi 
Jumlah % 
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1. 2018 171.070 54.648 31,94% - 

2. 2019 182.030 51.745 28,38% -3,56% 

3. 2020 210.159 55.394 26,36% -2,02% 

4. 2021 221.913 51.031 23,00% -3,36% 

5. 2022 233.491 51.878 22,22% -0,78% 

6. 2023 244.116 56.021 22,95% -0,73% 

Su$mber data : KPP Pratama Palembang Ilir Timu$r (2024) 

 Be$rdasarkan dari tabe$l diatas ju$lmah Wajib Pajak Orang Pribadi yang 

te$rdaftar di KPP Pratama Ilir Timu$r Pale$mbang me$ningkat se$tiap tahu$nnya. Namu$n 

re$alisasi wajib pajak orang pribadi dalam me$laporkan SPT me$ngalami pe$nu$ru$nan 

yang signifikan. Hasil re$alisasi ini dikare$nakan dari Wajib Pajak yang te$rdaftar tidak 

se$lu$ru$hnya yang me$laporkan dan me$mbayar pajaknya. Masih te$rdapat banyak Wajib 

Pajak yang su$dah me$miliki NPWP namu$n masih tidak me$mpu$nyai motivasi u$ntu$k 

me$mbayar pajaknya. Maka dari itu$ pe$me$rintahan te$ru$s me$ne$ru$s me$mbu$at inovasi 

te$rkait ke$bijakan yang dapat me$ningkatkan ke$patu$han Wajib Pajak se$pe$rti tax 

amne$stydan sanksi pe$rpajakan. 

 Salah satu$u$paya u$ntu$k me$ningkatkan ke$patu$han pajak akan ke$wajibannya 

adalah de$ngan me$ne$rapkan du$a strate$gi u$tama: amne$sti pajak (tax amne$sty)dan 

pe$mbe$rian sanksi pe$rpajakan yang dapat me$mbe $rikan e$fe$k je$ra bagi para wajib pajak 

yang tidak me$laksanakan ke$wajibannya. Amne$sti pajak adalah ke$bijakan pe$me$rintah 

yang me$mu$ngkinkan pe$nghapu$san pajak te$ru$tang tanpa dike$nai sanksi administrasi 
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mau$pu$n pidana, de$ngan cara me$ngu$ngkapkan harta dan me$mbayar u$ang te$bu$san 

se$su$ai pe$ratu$ran pe$ru$ndang-u$ndangan. Ke$bijakan ini me$miliki be$be$rapa tu$ju$an 

strate$gis, yaitu$ me$ndorong pe$rtu$mbu$han e$konomi me$lalu$i prose$s re$patriasi ase$t. 

Indikator ke$be$rhasilan strate$gi ini dapat dilihat dari be$be$rapa aspe$k e$konomi, se$pe$rti 

pe$ningkatan liku$iditas dome$stik, pe$ngu$atan nilai tu$kar ru$piah, pe$nu$ru$nan su$ku$ bu$nga, 

dan be$rtambahnya volu$me $ inve$stasi. Se$lain itu$, program amne$sti pajak ju$ga 

dimaksu$dkan u$ntu$k me$mpe$rbaiki dan me$mpe$rlu$as basis data pe$rpajakan agar le$bih 

aku$rat, kompre$he$nsif, dan te$rpadu$, yang pada akhirnya diharapkan dapat 

me$ningkatkan pe$ne$rimaan pajak ne$gara. (Hu$snu$rrosyidah & Nu$raini, 2017). 

 Pada tanggal 1 Ju$li 2016, pe$me$rintah Indone$sia re$smi me$nge$sahkan U$ndang-

U$ndang Nomor 11 tahu$n 2016 te$ntang Pe$ngampu$nan Pajak atau$(tax amne$sty). 

Ke$bijakan ini diru$mu$skan de$ngan maksu$d u$tama me$ncapai targe$t pe$ne$rimaan pajak 

nasional me$lalu$i u$paya siste$matis u$ntu$k me$ningkatkan ke$patu$han dan ke$sadaran 

masyarakat dalam me$me$nu$hi ke$wajiban pe$rpajakan. Program (tax amne$sty) 

me$ru$pakan te$robosan strate$gis pe$me$rintah yang me$mbe$rikan ke$se$mpatan ke$pada 

wajib pajak yang me$miliki ke$wajiban pajak u$ntu$k me$nye$le$saikan hu$tangnya de$ngan 

me$mbayar se$ju$mlah u$ang te$bu$san te$rte$ntu$. Me$lalu$i ke$bijakan ini, me$re$ka yang 

se$be$lu$mnya tidak patu$h dibe$ri pe$lu$ang u$ntu$k me$ngu$ngkapkan dan me$laporkan 

ke$tidakpatu$hannya tanpa dike$nai sanksi yang be$rat. Tu$ju$an u$tamanya adalah 

me$ndorong transformasi pe$rilaku$ wajib pajak dari yang tidak patu$h me$njadi patu$h 

dalam me$me$nu$hi ke$wajiban pe$rpajakan (E $lizapricillia, 2022). 
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 Indone$sia te$lah me$nye$le$nggarakan program tax amne$sty se$banyak du$a kali 

de$ngan tiga pe$riode$ pe$laksanaan, yaitu$ pada tahu$n 2016-2017 dan tahu$n 2022. 

Pe$riode$ pe$rtama atau$ tax amne$sty jilid I dilaksanakan dalam du$a tahap: pe$rtama dari 

28 Ju$ni hingga 30 Se$pte$mbe$r 2016, dan ke$du$a dari 1 Oktobe$r sampai 31 De$se$mbe$r 

2016. Hasil dari tax amne$sty jilid I sangat signifikan, de$ngan total pe$ne$rimaan 

me$ncapai Rp 130 triliu$n. Rincian de$klarasi harta me$ncapai Rp 4.813,4 triliu$n, yang 

te$rdiri dari Rp 3.633,1 triliu$n de$klarasi harta dalam ne$ge$ri dan Rp 146,6 triliu$n 

re$patriasi harta. Program ini diiku$ti ole$h 974.058 pe$laporan Su$rat Pe$rnyataan Harta 

(SPH), de$ngan total wajib pajak se$banyak 921.744. Pada tahu$n 2022, pe$me$rintah 

ke$mbali me$ngge$lar tax amne$sty jilid II me$lalu$i Program Pe$ngu$ngkapan Su$kare$la 

(PPS), yang be$rlangsu$ng se$lama e$nam bu$lan mu$lai 1 Janu$ari hingga 30 Ju$ni 2022. 

Foku$s u$tama program ini adalah me$ningkatkan ke$patu$han wajib pajak de$ngan 

me$mbe$rikan ke$se$mpatan u$ntu$k me$ngu$ngkapkan harta yang be$lu$m pe$rnah dilaporkan 

se$be$lu$mnya.Krite$ria pe$se$rta Program Pe$ngu$ngkapan Su$kare$la (PPS) me$lipu$ti wajib 

pajak yang te$lah me$ngiku$ti tax amne$sty jilid I dan wajib pajak orang pribadi yang 

ingin me$ngu$ngkapkan pe$role$han hartanya se$jak 1 Janu$ari 2016 hingga 31 De$se$mbe$r 

2020. Te$rdapat be$be$rapa pe$rsyaratan khu$su$s, di antaranya pe$se$rta tidak se$dang dalam 

pe$me$riksaan pajak u$ntu$k pe$riode$ 2016-2020, tidak se$dang me$njalani hu$ku$man pidana 

di bidang pe$rpajakan, dan tidak dalam prose$s pe$radilan te$rkait tindak pidana 

pe$rpajakan(e$lizapricillia, 2022).  
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 Sanksi pajak adalah se$bu$ah akibat yang dise$babkan ole$h tindakan me$langgar 

pe$ratu$ran pe$rpajakan yang dimana atu$ran te$rse$bu$t digu$nakanu$ntu$k me$ningkatkan 

ke$patu$han wajib pajak. Pe$nrapan sanksi pre$pajakan be$rtu$ju$an u$ntu$k me$nce$gah wajib 

pajak me$laku$kan pe$langgaran pe$ratu$ran pe$rpajakan. Wajib Pajak yang tidak patu$h 

dalam me$matu$hi ke$wajiban pe$rpajakannya dapat dike$nakan sanksi pe$rpajakan be$ru$pa 

sanksi administratif atau$ pidana. U$ntu$k me$mastikan sanksi pe$rpajakan dapat se$cara 

e$fe$ktif me$mpe$ngaru$hiztingkatzke$patu$han wajib pajak, te$rdapat be$be$rapa pe$rsyaratan 

yang haru$s dipe$nu$hi. Ke$te$ntu$an sanksi pajak haru$s je$las dan te$gas. ke$du$a sanksi haru$s 

dite$rapkan tanpa pe$nge$cu$alian te$rhadap se$tiap be$ntu$k pe$langgaran pe$rpajakan, tanpa 

me$mpe$rtimbangkan alasan apapu$n dari wajib pajak. Te$rakhir pe$laksanaan sanksi ju$ga 

haru$s be$bas dari u$paya kompromi, se$rta mampu$ me$mbe$rikan dampak yang me$mbu$at 

wajib pajak tidak be$rani me$ngu$langi pe$langgaran se$ru$pa di ke$mu$dian hari. De$ngan 

de$mikian, ke$patu$han pe$rpajakan akan te$rlaksana de$ngan baik se$su$ai pe$ratu$ran 

pe$rpajakan dan dapat me$motivasi wajib pajak dalam me$mbayar pajak de$ngan be$nar, 

dan  pe$ne$rimaan pajak akan me$ningkat. 

 Pe$ne$litian me$nge$nai ke$bijakan tax amne$sty dan sanksi pe$rpajakan te$rhadap 

ke$patu$hanzwajib pajakzsu$dah re$latif banyak dilaku$kan. Namu$n be$be$rapa pe$ne$litian 

te$rdahu$lu$ masih me$mpe$role$h hasil yang kontradiktif, antara lain Rorong, dkk 

(2017)me$ne$mu$kan bahwa ke$bijakan tax amne$sty be$rpe$ngaru$h positif se$dangkan 

sanksi pajak tidak be$rpe$ngaru$h positif hal ini dise$babkan kare$na adanya pe$rse$psi 

wajib pajak yang te$rdaftar di KPP Pratama Manado te$ntang sanksi administrasi dan 
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pidana yang masih ringan, hal ini me$nye$babkan sanksi tidak be$rpe$ngaru$h te$rhadap 

pe$ningkatan ke$patu$han wajib pajak ole$h se$bab itu$ pe$rlu$ adanya tindak lanju$t dari 

pe$me$rintah. Hasil yang be$rbe$da dipe$role$h ole$h vivi e$rawati dan yu$liastu$si (2020) 

yang me$nyatakan bahwa sanksi pe$rpajakan be$rpe$ngaru$h positif dan tax amne$sty  

be$rpe$ngaru$h positif te$rhadap ke$patu$han wajib pajak orang pribadi. Hasil pe$ne$litian 

yang kontradiktif ju$ga masih dipe$role$h u$ntu$k variabe$l tax amne$sty Rakhmi 

Ridhawati, dkk (2019) me$ne$mu$kan bahwa tax amne$sty be$rpe$ngaru$h te$rhadap 

ke$patu$han wajib pajak. 

 Pe$rbe$daan dari be$be$rapa pe$ne$liti te$rdahu$lu$ inilah yang me$mbu$at pe$ne$iliti 

te$rtarik u$ntu$k me$laku$kan pe$ne$litian de$ngan ju$du$l “Pengaruh Penerapan Kebijakan 

Tax Amnesty dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP 

Pratama Ilir Timur Palembang” 

1.2. Rumusan Masalah 

 Be$rdasarkan latar be$lakang yang te$lah diu$raikan di atas, maka pe$ne$liti 

me$nge$mu$kakan pokok pe$rmasalahan se$bagai be$riku$t: 

1. Apakah ada pe$ngaru$h ke$bijakan tax amne$sty dan sanksi pe$rpajakan se$cara 

simu$ltan te$rhadap ke$patu$han wajib pajak? 

2. Apakah ada pe$ngaru$h ke$bijakan tax amne$styse$cara parsial te$rhadap ke$patu$han 

wajib pajak? 
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3. Apakah ada pe$ngaru$h sanksi pe$rpajakan se$cara parsial te$rhadap ke$patu$han 

wajib pajak? 

1.3. Tujuan Penelitian 

 Be$rdasarkan pe$ru$mu$san masalah diatas, maka tu$ju$an pe$ne$litian adalah u$ntu$k: 

1. U$ntu$k me$mbe$rikan bu$kti e$mpiris pe$ngaru$h ke$bijakan tax amne$sty dan sanksi 

pe$rpajakan te$rhadap ke$patu$han waijb pajak. 

2. U$ntu$k me$mbe$rikan bu$kti e$mpiris pe$ngaru$h pe$ne$rapan ke$bijakan tax amne$sty 

te$rhadap ke$patu$han wajib pajak. 

3. U$ntu$k me$mbe$rikan bu$kti e$mpiris pe$ngaru$h sanksi pajak te$rhadap ke$patu$han 

wajib pajak. 

1.4. Manfaat Penelitian 

 Dari hasil pe$ne$litian yang dilaku$kan diharapkan dapat me$mbe$rikan manfaat 

se$bagai be$riku$t: 

a. Bagi Kantor Pe$layanan Pajak Pratama Pale$mbang Ilir Timu$r 

Pe$ne$litian ini diharapkan dapat me$njadi masu$kan se$bagai bahan pe$rtimbangan 

dimasa yang akan datangse$hu$bu$ngan de$ngan  pe$laksanaan Tax Amne$sty 

b. Bagi Akade$mis 

Pe$ne$litian ini dapat me$njadi re$fe$re$nsi bagi mahasiswa lain u$ntu$k me$laku$kan 

pe$ne$litian se$lanju$tnya se$rta me$mpe$rlu$as pe$nge$tahu$an dan  wawasan pe$ne$liti 

me$nge$nai ke$bijakan tax amne$sty dan sanksi pe$rpajakan. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Kajian Teoritis 

2.1.1. Teori Perilaku Terencana (Theory Of Planned Behavior ) 

Pe$ne$litian ini me $nggu$nakan te$ori pe$rilaku$ te$re$ncana atau$ yang biasa dise$bu$t 

The$ory Of Planne$d Be$havior se$bagai te$ori dasar dalam pe$ne$litian ini. The$ory Planne$d 

Be$havior (TPB) me$ru$pakan te$ori yang me$nampilkan tingkah laku$ se$orang individu $ 

de$ngan prose$s rasional yang ditu$ju$kan pada su$atu$ tu$ju$an te$rte$ntu$ de$ngan me$ngiku$ti 

pola pikir individu$ (Ajze$n, 1991). 

Te$ori pe$rilaku$ te$re$ncana dike$mbangkan u$ntu$k me$nganalisis dan me$ramalkan 

pe$ngaru$h niat pada pe$rilaku$, me$ne$mu$kan cara me$ngu$bah pe$rilaku$, se$rta me$mbe$rikan 

pe$nje$lasan te$ntang pe$rilaku$ manu$sia yang nyata. Te$ori ini be$ranggapan bahwa 

manu$sia se$bagai makhlu$k rasional akan me$manfaatkan informasi yang te$rse$dia 

de$ngan siste$matis dan me$mpe$rtimbangkan konse$ku$e$nsi dari tindakannya se$be$lu $m 

me$ngambil ke$pu$tu$san u$ntu$k me$laku$kan pe$rilaku$ te$rte$ntu$. 

Dalam konse$p TPB (Te$ori Pe$rilaku$ Te$re$ncana), diaku$i bahwa se$bagian be$sar 

pe$rilaku$ be$rada dalam ke$ndali pe$nu$h individu$. Me$nu$ru$t te$ori ini, mu$ncu$lnya pe$rilaku $ 

se$se$orang didasari ole$h adanya inte$nsi atau$ niat. Inte$nsi me$nu$nju$kkan se$be$rapa ku$at 

u$saha se$se$orang u$ntu$k me$wu$ju$dkan su$atu$ pe$rilaku$. De$ngan de$mikian, se$makin ku$at 

niat se$se$orang te$rhadap su$atu$ pe$rilaku$, maka se$makin be$sar ke$mu$ngkinan pe$rilaku $ 
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